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SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/4394/2020
TENTANG
REGISTRASI DAN PERIZINAN TENAGA KESEHATAN
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai global
pandemic dan di Indonesia telah dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat
dan bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana
Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana
Nasional, sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Kejadian pandemik COVID-19 membutuhkan peran serta dari semua pihak untuk
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turut berkontribusi dalam penanganannya. Upaya penanganan COVID-19 ini

merupakan tanggung jawab bersama, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta, dan seluruh elemen masyarakat

di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, keberadaan tenaga

kesehatan menjadi faktor penting dan menentukan keberhasilan upaya tersebut. Peran

dan kerja nyata tenaga kesehatan dari berbagai jenis profesi sebagai garda terdepan
dalam upaya penanganan COVID-19 sangat krusial dan dibutuhkan untuk mempercepat
penanganan pandemik ini.

Untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat
penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan memberikan
pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang
diperoleh melalui proses registrasi dan perizinan. Penyelenggaraan proses registrasi
dan perizinan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setelah tenaga
kesehatan lulus pendidikan yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah dan/atau
sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi.

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan guna mencegah,
mengurangi penyebaran, dan melindungi masyarakat dari risiko COVID-19 perlu
dilakukan pemenuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan kebijakan pelaksanaan
proses registrasi dan perizinan tenaga kesehatan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama
antara Kementerian terkait, TNI/POLRI, Dinas Kesehatan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota, fasilitas pelayanan kesehatan, dan institusi kesehatan dalam
pelaksanaan registrasi dan perizinan tenaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5612);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6325);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1626).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh pimpinan

kementerian terkait, pimpinan TNI/POLRI, Kepala Dinas Kesehatan Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pimpinan institusi

kesehatan, untuk melaksanakan kebijakan registrasi dan perizinan tenaga kesehatan

pada masa pandemi COVID-19 sebagai berikut:



1.

Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan

a.

Surat Tanda Registrasi dan/atau Surat Izin Praktik tenaga kesehatan yang telah
habis masa berlakunya namun proses perpanjangan Surat Tanda Registrasi
dan/atau Surat Izin Praktik terkendala kondisi Bencana Nasional atau
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
maka Surat Tanda Registrasi dan/atau Surat |zin Praktik dinyatakan masih tetap
berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak status Bencana Nasional atau
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

Tenaga Kesehatan yang telah mengajukan permohonan Surat Tanda Registrasi
dan/atau Surat lzin Praktik untuk pertama kali, namun terkendala kondisi
Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19), dinyatakan telah memiliki Surat Tanda Registrasi
dan/atau Surat Izin Praktik yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak status
Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

Tenaga Kesehatan yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikat kompetensi
atau sertifikat profesi namun belum memiliki Surat Tanda Registrasi dan/atau
Surat lIzin Praktik dan akan ditugaskan untuk penanganan COVID-19,
dinyatakan telah memiliki Surat Tanda Registrasi dan/atau Surat Izin Praktik
yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak status Bencana Nasional atau
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk penanganan COVID-19 di suatu daerah
namun terdapat keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, dapat
mendayagunakan mahasiswa tingkat akhir pendidikan tenaga kesehatan.
Mahasiswa tingkat akhir pendidikan tenaga kesehatan yang memberikan
penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus di bawah

supervisi tenaga kesehatan.

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan yang

menjadi tempat penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau

mahasiswa tingkat akhir pendidikan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada

angka 1 harus memberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah

Kabupaten/Kota setempat.

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan Dinas Kesehatan

Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan penanganan COVID-19 oleh tenaga kesehatan atau mahasiswa

tingkat akhir pendidikan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1
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guna menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat penerima

pelayanan kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana

mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2020
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN
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